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| ABSTRACT

This study examines the collaborative model between government, community, and private sector in integrating
the Development Goals (SDGs) into regional development plans. This collaboration is to ensure that development
at the regional level can run and is in line with the achievement of SDGs. This study identifies the challenges and
obstacles faced by each party in the collaboration process, as well as the factors that support the success of the
collaboration. The results of the study indicate that commitment, transparency, and active community
participation are key factors influencing the success of collaboration. In addition, information and communication
technology also plays a role in facilitating effective collaboration. Based on these findings, it is recommended that
government policies be more supportive of the private sector, increase community participation, and utilize
technology to improve the efficiency and effectiveness of collaboration in achieving SDGs at the regional level.
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PENDAHULUAN

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam rencana pembangunan daerah
menjadi krusial untuk menjawab tantangan pembangunan yang kompleks dan multidimensional.
SDGs mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait dan tidak dapat dicapai
secara sektoral. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang mengabaikan prinsip SDGs berisiko
menciptakan ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Dengan menjadikan SDGs sebagai acuan,
pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta
sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen global yang telah disepakati oleh
Indonesia (Rahmat & Alawiyah, 2020; Putri et al, 2020; Ardinata et al., 2022; Rahmat et al., 2021;
Marufah et al,, 2020; Bastian et al., 2021; Alawiyah et al., 2020; Rahmat, 2019; Syarifah et al., 2020).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjabarkan dan mengimplementasikan
tujuan SDGs sesuai dengan konteks lokal. Sebagai penggerak utama pembangunan di tingkat akar
rumput, pemerintah daerah bertanggung jawab merumuskan rencana pembangunan yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Dalam
kerangka desentralisasi, daerah memiliki keleluasaan untuk merancang kebijakan yang adaptif
terhadap isu-isu lokal. Namun, agar implementasi SDGs efektif, diperlukan koordinasi lintas sektor
dan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan seluruh aktor pembangunan di wilayah tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
program pembangunan memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan
kebutuhan riil (Muara et al., 2021; Rahmat et al., 2021; Pratikno et al., 2020; Priambodo et al., 2020;
Rahmanisa et al., 2021; Rahmat & Budiarto, 2021; Zakiyah et al., 2022; Hakim et al., 2020; Rahmat et
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al, 2021; Utama et al., 2020; Adri et al,, 2020; Yuliarta & Rahmat, 2021; Rahmat & Kurniadi, 2020;
Rahmat et al, 2020; Rahmat et al., 2020). Proses partisipatif juga meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas
pembangunan. Dalam konteks SDGs, peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat,
tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian
tujuan pembangunan secara kolektif.

Sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs melalui investasi,
inovasi, dan pengembangan teknologi (Rahmat, 2019; Banjarnahor et al., 2020; Rahmat et al., 2020;
Gustaman et al,, 2020; Rahmat et al., 2022; Kodar et al., 2020; Najib & Rahmat, 2021; Rahmat et al.,
2020; Widyaningrum et al., 2020; Yurika et al, 2022; Muara et al, 2021; Aminullah et al., 2021;
Woulandara & Rahmat, 2024; Ardinata et al., 2023; Pamungkas & Rahmat, 2023; Rahmat et al., 2020;
Febrina & Rahmat, 2024; Rahmat, 2023). Dalam konteks pembangunan daerah, keterlibatan sektor
swasta dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung
layanan dasar seperti energi bersih dan pengelolaan limbah. Kolaborasi antara pemerintah dan
sektor swasta dapat mengatasi keterbatasan anggaran publik dan menciptakan solusi berbasis pasar
untuk tantangan pembangunan. Dengan insentif yang tepat dan kebijakan yang kondusif, sektor
swasta dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan
berkeadilan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis model kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam rencana
pembangunan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami
secara mendalam proses interaksi, dinamika kerja sama, serta tantangan yang dihadapi oleh para
pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan yang
berorientasi pada SDGs. Pendekatan ini juga relevan dalam mengkaji konteks lokal dan realitas sosial
yang kompleks.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku
kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, perwakilan sektor swasta, dan tokoh masyarakat
yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lokasi
untuk melihat proses kolaborasi dan implementasi program berbasis SDGs. Dokumentasi seperti
laporan kebijakan, dokumen perencanaan, dan arsip kegiatan juga dikaji untuk mendukung data
primer. Teknik ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana kolaborasi
tersebut dibangun dan dijalankan dalam konteks pembangunan daerah (Ma'dika & Rahmat, 2024;
Saputra & Rahmat, 2024; Nurmalasari et al., 2022; Pratama et al., 2024; Rahmat, 2024; Rahmat &
Pernanda, 2021; Rahmat et al,, 2021; Rahmat et al., 2022; Akbar et al., 2024; Rahmat et al., 2023, Baarik
et al,, 2023; Rahmat et al., 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Data dari wawancara dan
observasi dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait bentuk kolaborasi, tantangan
yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan
daerah. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan antar tema, serta
faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi. Selain data lapangan, analisis juga

|10



Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies, 2(1), 9-22

melibatkan kajian literatur dan dokumen kebijakan guna memperkuat hasil temuan dan memberikan
perspektif yang lebih komprehensif terhadap objek studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Mencapai Tujuan Pembangunan (SDGs) yang Ditetapkan Oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa, mengintegrasikan tujuan tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk mewujudkan hal ini adalah melalui model
kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Model kolaboratif ini
mengedepankan kerja sama antara berbagai aktor dalam rangka merancang, melaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs. Kolaborasi semacam ini
tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga pada alokasi sumber daya yang optimal,
pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi serta informasi untuk meningkatkan
efektivitas implementasi (Nurhadiyanta et al., 2023; Rahmat et al.,, 2023; Rahmat et al., 2018; Rahmat
et al., 2024; Hasrian et al., 2023; Akbar et al,, 2024; Rahmat, 2024; Piliang et al., 2024; Wahyuni et al.,
2024; Priantoro et al., 2024; Hasrian & Rahmat, 2024, Syazali et al., 2023; Rahmat et al., 2024; Ma'ruf
& Rahmat, 2024; Rahmat et al, 2024; Meidiyustiani & Rahmat, 2024; Ma'ruf & Rahmat, 2024;
Aprilyanto et al., 2023).

Pada dasarnya, model kolaboratif yang baik memerlukan adanya keseimbangan antara
partisipasi aktif semua pihak, transparansi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemerintah
sebagai pembuat kebijakan dan pengatur perundang-undangan memiliki peran utama dalam
menetapkan visi dan kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan SDGs. Pemerintah juga
bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan iklim yang mendukung
kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat (Bevir, 2022). Masyarakat, sebagai penerima manfaat
langsung dari kebijakan pembangunan, memiliki peran memberikan masukan terkait dengan
kebutuhan dan prioritas mereka. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai
mekanisme, seperti forum diskusi, musyawarah perencanaan pembangunan, dan konsultasi publik
(Amsler, 2019).

Sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar, dapat memberikan kontribusi
signifikan dalam model kolaboratif ini melalui pemanfaatan sumber daya dan keahlian yang mereka
miliki. Perusahaan-perusahaan ini, selain sebagai penggerak perekonomian, juga memiliki tanggung
jawab sosial untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan. Kolaborasi dengan sektor
swasta dapat berupa investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan, dukungan terhadap
program pemberdayaan masyarakat, serta adopsi teknologi yang efisien (Alfaro Navarro & Nevado
Pena, 2023).

Salah satu aspek yang krusial dalam implementasi model kolaboratif ini adalah penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi ini dapat memfasilitasi komunikasi dan
koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan
program pembangunan. Misalnya, aplikasi berbasis web atau platform digital dapat digunakan untuk
memantau kemajuan proyek pembangunan, mengumpulkan data, dan memberikan akses kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan (Dunleavy et al., 2021). Penggunaan TIK
juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta
mengurangi potensi korupsi, yang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan pembangunan
daerah.

Namun, untuk menciptakan model kolaboratif yang efektif, perlu adanya mekanisme yang jelas
untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang setara dan saling mendukung.
mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul, seperti perbedaan kepentingan antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk itu, proses negosiasi dan kompromi menjadi

[ 11



Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies, 2(1), 9-22

bagian integral dari model ini. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang berbasis pada SDGs
harus melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga hasil
akhirnya dapat mencerminkan aspirasi bersama yang menguntungkan semua pihak (Barnes et al,
2018).

Selain itu, evaluasi yang terus-menerus terhadap implementasi kebijakan pembangunan juga.
Dengan adanya evaluasi yang rutin, dapat diketahui sejauh mana model kolaboratif ini berhasil
dalam mengintegrasikan SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Evaluasi ini juga
memungkinkan adanya perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul selama
proses implementasi. Dalam hal ini, penggunaan indikator yang sesuai dengan SDGs akan membantu
dalam mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai (Aurigi, 2025).

Di sisi lain, model kolaboratif ini memerlukan adanya kerangka hukum dan kebijakan yang
mendukung. Pemerintah harus mampu merancang regulasi yang memberikan insentif kepada sektor
swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pencapaian SDGs. Selain itu,
pemerintah juga harus menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam
pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya
menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas (Cohen, 2025). Hal ini
agar proses kolaborasi berjalan dengan adil dan memberikan hasil yang bagi seluruh masyarakat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan integrasi SDGs dalam rencana pembangunan daerah dapat
berjalan dengan lebih efektif dan berdampak positif terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan
lingkungan di tingkat lokal. Model kolaboratif ini juga berpotensi untuk memperkuat hubungan
antara sektor publik dan sektor swasta, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan untuk mencapai pembangunan
yang dan inklusif (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2017).

Dalam jangka panjang, implementasi model kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan
dalam pembangunan daerah, di mana peran serta ketiga aktor utama—pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta—dapat saling mendukung dan melengkapi. Model ini juga akan memfasilitasi
pencapaian SDGs yang tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi, tetapi juga pada
peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan (Alfaro Navarro et al.,
2023). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam integrasi SDGs ke dalam
perencanaan pembangunan daerah tidak hanya keberhasilan jangka pendek, tetapi juga untuk
mewujudkan visi pembangunan yang di masa depan. Semua pihak harus bekerja sama dengan
semangat gotong royong dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yakni
pembangunan yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan (Bevir, 2022).

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Oleh Masing-Masing Pihak dalam Membangun
Kolaborasi untuk Mengintegrasikan SDGs dalam Rencana Pembangunan Daerah

Implementasi Tujuan Pembangunan (SDGs) dalam perencanaan pembangunan daerah melalui
model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tidak terlepas dari
berbagai tantangan dan hambatan. Masing-masing pihak—pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta—menghadapi rintangan yang berbeda dalam upaya berkolaborasi untuk mencapai tujuan
pembangunan. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan, tetapi juga
dengan masalah struktural, kebijakan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-
masing pihak. mengenai tantangan yang dihadapi oleh setiap aktor dapat membantu merumuskan
solusi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan SDGs secara kolaboratif.

Tantangan bagi Pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kendali atas
kebijakan publik dan sumber daya yang besar, memiliki tanggung jawab utama dalam merancang
dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Namun, pemerintah dihadapkan pada
tantangan terkait dengan kelembagaan dan birokrasi yang kompleks. Proses pengambilan
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keputusan yang lambat, tumpang tindihnya kebijakan antar lembaga, serta kekurangan koordinasi
antar berbagai level pemerintahan menghambat percepatan implementasi SDGs. Menurut Emerson,
Nabatchi, dan Balogh (2022), salah satu tantangan utama dalam kolaborasi antara pemerintah dan
sektor lainnya adalah kebutuhan akan perubahan dalam struktur organisasi untuk mendukung kerja
sama yang lebih efisien. Struktur pemerintahan yang rigid menyulitkan inisiatif yang melibatkan
banyak pihak.

Selain itu, pemerintah menghadapi kendala dalam alokasi anggaran dan prioritas
pembangunan. Meskipun SDGs mencakup banyak aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga
perlindungan lingkungan, terbatasnya anggaran publik membuat pemerintah terpaksa memilih
prioritas yang lebih mendesak, yang tidak selalu sejalan dengan pencapaian semua tujuan SDGs.
Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi isu utama
yang menghambat keberhasilan kolaborasi (Firman et al, 2022). Korupsi dan penyalahgunaan
wewenang juga dapat menghambat implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mencapainya,
karena pemerintah yang tidak transparan cenderung tidak dapat membangun kepercayaan publik
yang diperlukan untuk suksesnya kolaborasi.

Tantangan bagi Masyarakat. Masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan
pembangunan juga menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam proses kolaboratif ini. Salah
satu tantangan utama adalah ketidakmampuan atau ketidaktertarikan sebagian besar masyarakat
untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pembangunan daerah. Kurangnya dan pengetahuan mengenai SDGs menjadi kendala besar. Banyak
masyarakat yang tidak menyadari bagaimana SDGs dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
mereka, sehingga mereka tidak merasa termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan
(Giffinger et al., 2024).

Selain itu, partisipasi masyarakat terbatas oleh kurangnya akses terhadap informasi yang
transparan mengenai kebijakan pembangunan yang direncanakan. Dalam banyak kasus, masyarakat
yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses mudah ke teknologi informasi
mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi mereka atau berpartisipasi dalam forum-forum
diskusi yang diadakan oleh pemerintah. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya
ketimpangan sosial dan ekonomi, yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa bahwa mereka
tidak memiliki suara atau kekuatan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Tajuddin,
2019). Kurangnya akses ini dapat mengurangi kualitas kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.
Selain itu, tantangan budaya juga memainkan peran proses kolaborasi. Di beberapa wilayah,
ketergantungan pada otoritas tradisional atau struktur sosial yang sudah ada dapat menghambat
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan yang lebih modern dan inklusif. Menurut Firman,
Rahmawati, dan Trijayanto (2023), penerimaan masyarakat terhadap teknologi e-government dan
platform digital untuk partisipasi publik masih terbatas, terutama di kalangan kelompok masyarakat
yang lebih tua atau kurang terdidik.

Tantangan bagi Sektor Swasta. Sektor swasta, yang memiliki sumber daya finansial dan
keahlian teknis, juga menghadapi tantangan dalam berkolaborasi untuk mendukung pencapaian
SDGs. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor swasta adalah konflik antara tujuan
ekonomi jangka pendek dan tujuan pembangunan jangka panjang. Banyak perusahaan yang
terfokus pada profitabilitas dan bisnis mereka dalam jangka pendek, yang tidak sejalan dengan
tujuan SDGs yang lebih luas, seperti pengurangan emisi karbon atau pengentasan kemiskinan
(Engagement, 2022). Perusahaan-perusahaan besar, terutama yang beroperasi di sektor industri,
menganggap bahwa kontribusi mereka terhadap pencapaian SDGs tidak langsung menguntungkan
dalam jangka waktu pendek. Mereka mungkin merasa bahwa berinvestasi dalam atau program sosial
membutuhkan pengeluaran yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga
mereka lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam program-program yang mendukung SDGs.
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Hal ini menciptakan tantangan dalam mengintegrasikan sektor swasta secara efektif ke dalam
kolaborasi pembangunan (Rahmawati & Firman, 2021).

Selain itu, sektor swasta terhambat oleh kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau
bahkan kontradiktif dengan tujuan pembangunan. Misalnya, insentif fiskal atau subsidi yang
diberikan oleh pemerintah untuk sektor-sektor tertentu mungkin tidak mengarah pada pencapaian
SDGs. Oleh karena itu, sektor swasta merasa kurang didorong untuk berinvestasi dalam proyek-
proyek jika kebijakan yang ada tidak memadai atau kurang jelas arahnya (Emerson et al., 2022).
Keterbatasan dalam kerangka kebijakan yang mendorong dan tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) juga menjadi hambatan besar dalam membangun kolaborasi yang efektif.

Hambatan Bersama: Koordinasi dan Komunikasi. Selain tantangan yang dihadapi masing-
masing pihak, salah satu hambatan utama dalam membangun kolaborasi yang sukses adalah
masalah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam
banyak kasus, terdapat ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan
implementasi di lapangan yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Ketidakjelasan dalam
tujuan dan peran masing-masing aktor mengarah pada kebingungannya arah pembangunan yang
seharusnya ditempuh (Marshall et al., 2024).

Koordinasi yang buruk antara pihak-pihak ini dapat mengakibatkan duplikasi usaha atau
bahkan kebijakan yang saling bertentangan. Misalnya, proyek pembangunan yang dirancang oleh
pemerintah mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal, atau sektor
swasta mungkin tidak mendapatkan insentif yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam
pembangunan (Giffinger et al., 2024). Oleh karena itu, membangun mekanisme koordinasi yang lebih
baik untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan
bersama yang berkaitan dengan SDGs.

Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan SDGs di
Tingkat Daerah

Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai
Tujuan Pembangunan (SDGs) di tingkat daerah bergantung pada sejumlah faktor yang saling
mendukung. Kolaborasi yang efektif antara ketiga aktor tersebut memerlukan sinergi yang baik,
transparansi, kepercayaan, dan komitmen yang kuat dari setiap pihak. Di sisi lain, faktor-faktor
eksternal seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, serta kesadaran sosial juga berperan
memfasilitasi kolaborasi ini. Faktor-faktor ini akan dibahas lebih lanjut untuk mengapa kolaborasi
antara ketiga pihak ini dalam mencapai SDGs di tingkat daerah.

Komitmen dan Kepemimpinan yang Kuat. Komitmen yang jelas dan kepemimpinan yang
kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan faktor utama yang mendukung
keberhasilan kolaborasi. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, kolaborasi akan cenderung
berjalan stagnan atau bahkan gagal. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran krusial
dalam mengarahkan dan memfasilitasi kolaborasi antar pihak, dengan memastikan bahwa tujuan
SDGs dijadikan prioritas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah
(Emerson et al,, 2022). Selain itu, pemerintah juga perlu menunjukkan kepemimpinan yang efektif
untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang mungkin timbul antara sektor publik dan
swasta.

Di sisi lain, sektor swasta juga harus menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mengejar
keuntungan, tetapi juga untuk mendukung tujuan pembangunan melalui program tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) dan investasi (Rahmawati & Firman, 2021). Kepemimpinan sektor swasta
yang berorientasi pada dapat mendorong implementasi kebijakan yang mendukung SDGs.
Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut, dengan dan
mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari mereka.
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Keterlibatan dan Partisipasi Aktif Masyarakat. Keberhasilan kolaborasi bergantung pada
sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan
daerah. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan agar hasil
pembangunan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara langsung dan relevan (Firman et al.,
2022). Partisipasi masyarakat ini tidak hanya terbatas pada proses pemilihan kebijakan, tetapi juga
mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan meningkatkan partisipasi
aktif, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga, menciptakan rasa kepemilikan
terhadap hasil pembangunan, serta memperkuat legitimasi kebijakan yang diterapkan. Selain itu,
masyarakat yang memiliki yang baik mengenai SDGs dan manfaatnya bagi kesejahteraan mereka
akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program (Giffinger et al., 2024). Oleh
karena itu, pendidikan dan sosialisasi yang efektif tentang SDGs menjadi kunci dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat. Pemerintah dan sektor swasta harus berperan dalam menyebarkan informasi
yang relevan dan membangun kesadaran mengenai pencapaian SDGs di tingkat daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas. Faktor lainnya adalah transparansi dalam proses kolaborasi.
Setiap pihak harus memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan
proyek pembangunan. Ketika informasi mengenai pengelolaan sumber daya dan dana
pembangunan terbuka dan mudah diakses, kepercayaan antar pihak akan meningkat, dan kolaborasi
akan menjadi lebih efektif (Emerson et al, 2022). Pemerintah harus memastikan bahwa prose
pengambilan keputusan dan pelaksanaan program SDGs dapat dipantau oleh masyarakat dan sektor
swasta. Hal ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya yang dapat
merusak program tersebut. Transparansi juga mencakup komunikasi yang jelas antara pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta tentang tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan dari kolaborasi
tersebut. Dalam hal ini, sistem pelaporan yang akuntabel dan mekanisme evaluasi yang transparan
diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.

Sinergi antara Kebijakan Pemerintah dan Sektor Swasta. Sinergi antara kebijakan
pemerintah dan sektor swasta juga menjadi faktor yang dalam mendukung kolaborasi untuk
mencapai SDGs. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi sektor swasta
dalam pembangunan, baik melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, ataupun kebijakan yang
mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2017). Sektor
swasta memiliki peran yang besar dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam hal
investasi, teknologi, dan inovasi. Oleh karena itu, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan
sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas implementasi program-program, seperti
pembangunan infrastruktur hijau, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan sumber daya alam.
Namun, sinergi ini juga harus dilandasi dengan kejelasan dalam pembagian peran dan tanggung
jawab antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa sektor swasta
tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan. Hal ini akan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai
tujuan SDGs.

Infrastruktur Teknologi dan Data. Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) memainkan peran yang dalam mendukung kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta. Penggunaan teknologi memungkinkan terciptanya sistem informasi yang lebih efisien
dalam mengelola data terkait SDGs, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan
berbasis bukti (Firman et al., 2022). Sistem e-government yang terintegrasi dengan baik akan
memudahkan akses informasi oleh masyarakat, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan pembangunan. Selain itu, pemanfaatan big data dan analitik juga
bermanfaat untuk memantau kemajuan pencapaian SDGs dan mengevaluasi efektivitas kebijakan
yang diterapkan. Data yang akurat dan real-time memungkinkan pemerintah dan sektor swasta
untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan situasi di lapangan, serta
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memberikan wawasan yang lebih baik dalam merencanakan program di masa depan (Dunleavy et
al,, 2021).

Pendidikan dan Kesadaran Publik. Pendidikan dan peningkatan kesadaran publik merupakan
faktor yang mendukung keberhasilan kolaborasi. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi
dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang mengedukasi masyarakat
mengenai SDGs dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapainya. Pendidikan ini
harus dimulai sejak dini, dengan mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam kurikulum pendidikan formal,
serta melalui kampanye kesadaran publik yang efektif. Di tingkat daerah, pemerintah dan sektor
swasta untuk membangun kesadaran mengenai bagaimana dapat berkontribusi pada kesejahteraan
masyarakat. Dengan yang lebih baik tentang SDGs, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat
aktif dalam berbagai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan sektor swasta
(Tajuddin, 2019).

Keterbukaan terhadap Inovasi dan Pendekatan Baru. Keberhasilan kolaborasi juga
bergantung pada sejauh mana setiap pihak terbuka terhadap inovasi dan pendekatan baru dalam
mencapai tujuan SDGs. Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, memiliki peran menciptakan
solusi inovatif yang dapat membantu memecahkan masalah pembangunan. Pemerintah harus
membuka ruang bagi inovasi, baik dalam hal kebijakan maupun dalam penerapan teknologi baru
yang dapat meningkatkan efisiensi (Aurigi, 2025). Pendekatan baru yang berbasis pada kolaborasi
lintas sektor, penggunaan teknologi canggih, serta model bisnis yang dapat mempercepat
pencapaian SDGs di tingkat daerah.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta dalam mencapai SDGs di tingkat daerah kompleks dan saling bergantung satu sama
lain. Komitmen yang kuat, kepemimpinan yang efektif, transparansi, partisipasi aktif masyarakat,
serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta adalah kunci utama untuk menciptakan
kolaborasi yang sukses. Infrastruktur teknologi yang memadai, pendidikan, serta keterbukaan
terhadap inovasi juga memainkan peran mempercepat pencapaian tujuan SDGs.

SIMPULAN

Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai
tujuan SDGs di tingkat daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mendukung. Pertama,
komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari ketiga pihak menjadi dasar utama untuk tercapainya
sinergi yang efektif dalam kolaborasi. Tanpa adanya kepemimpinan yang jelas dan komitmen yang
tinggi, upaya pencapaian SDGs dapat terhambat. Kedua, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses
perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Masyarakat yang teredukasi dan memiliki
tentang SDGs akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan pembangunan juga menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan antar pihak.
Sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta, yang dilandasi dengan komitmen,
mempengaruhi keberhasilan kolaborasi ini. Infrastruktur teknologi yang kuat juga berperan
mendukung komunikasi yang efisien, serta pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk
meningkatkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam
mencapai SDGs di tingkat daerah. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kepemimpinan dan
komitmen terhadap dengan menciptakan kebijakan yang jelas dan mendukung sektor swasta dalam
berkontribusi pada SDGs. Kedua, program pendidikan dan sosialisasi tentang SDGs harus lebih
diperluas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga,
pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menciptakan sistem transparansi yang
terbuka agar semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Selain itu,
meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempercepat proses
kolaborasi dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Terakhir, untuk mencapai jangka
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panjang, pemerintah perlu menciptakan ruang untuk inovasi, baik dalam hal kebijakan, teknologi,
maupun pendekatan baru dalam pembangunan daerah.
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